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ABSTRAK 
 

Penelitian ini membahas mengenai hukum perempuan menjadi kepala negara 
dalam pandangan Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia. Permasalahan 
perempuan selalu menarik untuk dikaji, karena erat kaitannya dengan masalah peran atau 
gender. Ada dua sisi pandangan mengenai peran tersebut, yang satu memandang bahwa 
perempuan hanya pantas untuk menduduki peran domestik karena itu merupakan kodrat 
yang diberikan Tuhan untuk perempuan, dan satu pandangan yang lain menganggap 
bahwa perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, dan bahkan 
perempuan juga bisa setara dengan laki-laki mengenai kemampuannya berkiprah dalam 
dunia publik, termasuk menjadi kepala negara. Mengenai isu gender ini,   
Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia pun turut memberi respon. Kedua 
organisasi sosial keagamaan ini sangat berbeda dalam menyuarakan pandangannya. 
Muhammadiyah berpendapat bahwa sah-sah saja perempuan menjadi kepala negara. 
Mengenai hadis yang menyatakan tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan 
urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang perempuan, dianggap hanya bersifat 
kontekstual, dalam artian tidak berlaku secara umum ketidakbolehannya. Berbeda dengan 
Muhammadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia menjadikan hadis riwayat Abû Bakar tersebut 
sebagai dasar keharaman perempuan menjadi kepala negara. Perbedaan pendapat inilah 
yang kemudian menarik penyusun untuk mengkaji lebih dalam apa yang menjadi 
penyebab perbedaan pendapat tersebut, apa yang menjadi argumentasi keduanya sehingga 
kedua organisasi ini berbeda pandangan dalam penetapan hukumnya, serta pendapat 
mana yang relevan dengan keadaan perempuan era sekarang yang cenderung maju dari 
umumnya perempuan zaman dulu. 

Skripsi ini bertujuan untuk membandingkan pandangan kedua organisasi sosial 
keagamaan ini terhadap status hukum perempuan menjadi kepala negara. Melalui 
pendekatan uṣūlī, penyusun mencoba menganalisa metode yang digunakan, dan menarik 
kesimpulan dari pendapat kedua ormas ini tentang status hukum perempuan menjadi 
kepala negara. Bahan primer yang digunakan penyusun adalah Keputusan Munas Majelis 
Tarjih dan Tajdīd di Malang pada tanggal 1-4 April 2010/16-19 Rabi’ul akhir dan Kitab 
Niẓāmul Ḥukmi fîl Islâm salah satu kitab mu’tabanat yang dijadikan acuan Hizbut Tahrir 
Indonesia mengenai hukum perempuan menjadi kepala negara, dilengkapi dan diperkuat 
dengan hasil interview dari beberapa tokoh Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia. 

Mengenai hukum perempuan menjadi kepala negara, Muhammadiyah 
berpendapat bahwa, perempuan boleh saja menjabat menjadi kepala negara. Berdasarkan 
kisah ratu Saba yang terdapat pada surat an Naml, dan beberapa surat dalam al-Qur’ân 
yang menjelaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, Muhammadiyah 
menegaskan kebolehan perempuan menjadi kepala negara. Muhammadiyah juga 
mengkrtitisi  hadis riwayat Abû Bakar yang menunjukkan ketidakbolehan perempuan 
memimpin, menurut Muhammadiyah hadis tersebut hanya bersifat kontekstual kekuatan 
hukumnya, jadi hadis tersebut tidak bisa diberlakukan secara umum pelarangannya. 
Berbeda dengan Muhammadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia justru menjadikan hadis 
riwayat Abû Bakar tersebut sebagai landasan terhadap pelarangan perempuan menjadi 
kepala negara. Berdasarkan kaidah al-‘ibrotu bi umûmi lafẓi lâ bi khuṣûṣi sababi, HTI 
menarik kesimpulan bahwa, hadis tersebut pelarangannya bersifat umum yaitu 
berdasarkan umumnya lafaẓ bukan khususnya sebab. Oleh karena itu, keharamannya 
tidak hanya berlaku bagi putri Persia saja tetapi juga pada semua perempuan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

 
Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Bâ’ B Be ب

 Tâ’ T Te ت

 Śâ’ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  H�â’ H� h�a (dengan titik di bawah) ح

 Khâ’ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 Râ’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 S�âd S� es (dengan titik di bawah) ص

 D�âd D� de (dengan titik di bawah) ض



 x 

 Ţâ’ Ţ te (dengan titik di bawah) ط

 Z�â’ Z� zet (dengan titik dibawah) ظ

 Ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G ge dan ha غ

 Fâ’ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ’ H Ha ه

� Hamzah ’ Apostrof 

 yâ’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. 

contoh :  

ل�زّ  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna ! نّ

 

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 



 xi

"#$% Ditulis Hikmah 

"&' Ditulis ‘illah 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal 

lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh 

maka ditulis dengan h. 

ء$+ا#"ا*و&()  Ditulis Karâmah al-auliyâ’ 

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiţri ز$)ةا&.-+
 

D. Vokal Pendek 

 ـَـَـَـَ
012 

fathah 
 

Ditulis 
Ditulis 

A 
fa’ala 

 ـِـِـِـِ
+$3 

kasrah 
 

Ditulis 
Ditulis 

I 
Żukira 

  ـُـُـُـُ 
 (3ه4

Dammah Ditulis 
Ditulis 

U 
Yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 
Fathah + alif  

5. 
Ditulis 
Ditulis 

Â 
Falâ 

2 
Fathah + ya’ mati 

6789 
Ditulis 
Ditulis 

Â 
Tansâ 

3 
 

Kasrah + ya’ mati 

 9.:(ل
Ditulis 
Ditulis 

Î 
Tafshîl 

4 Dlammah + wawu mati Ditulis Û 



 xii

 Ditulis Us�ûl أ:;0

 

F. Vokal Rangkap 

1 
Fathah +  ya’ mati 

 ا&<ه(&=
Ditulis 
Ditulis 

Ai 
az-zuhailî 

2 
Fatha + wawu mati 

 ا&?;&"
Ditulis 
Ditulis 

Au 
ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis A’anntum أأ98م

 Ditulis U’iddat أ'?@

 BC Ditulis La’in syakartumنA$+9م

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   

 Ditulis Al-Qur’ân اDC+أن

Eا)DCا Ditulis Al-Qiyâs 
 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

� ’Ditulis As-Samâ اFC#ا

G#HCا Ditulis Asy-Syams 
 

I.  Sayaan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut Sayanya 

.+;3Iويا&   Ditulis Żawî al-furûd� 
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"�F&أه0ا Ditulis Ahl as-sunnah 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

��� ا� �������� ا�� ا

 �!����� رب � ا$%��, إ* ا� وأ)'  ان 3!� ا 12 0 ور.-�,إ* ن )'  أأ ا ,

�.:�� فأ)�و ا=>1�$ء .�  9:2 وا��6م وا�67ة�� أ�, و9:2 � 3! .� >$ ا

 .أ�A%�� وا�@$�%�� وأ?!$�,

 و�% 

Tiada kata yang paling indah saya ucapkan melainkan rasa syukur kepada 

Allah Swt. yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerah-Nya kepada 

saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai bukti 

tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh 

Fakultas Syari’ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna 

memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam. 

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, saya sangat menyadari 

bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. 

Untuk itu, dengan penuh ketulusan hati saya ucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang saya kagumi semangat dan 

prestasi akademiknya. 

2. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab 
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4. Para dosen dan Karyawan Jurusan PMH Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 
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motivasi dan do’anya serta biaya yang telah diberikan kepada saya selama 

menuntut ilmu.  

6. Terima kasihku untuk teman-teman PMH angkatan 2008, suka & duka, 

kehadiran & kekompakannya sangat berarti. 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah perempuan telah lahir sejak pertama kali perempuan itu ada di 

permukaan bumi ini. Ia selalu menjadi bahan pembicaraan formal dan non formal, 

dari dulu hingga sekarang, seolah-olah pembahasan tentang perempuan ini tidak 

akan ada habisnya. Citra perempuan dalam sejarah Islam menurut banyak orang 

sering jatuh di antara dua pandangan yang ekstrim. Satu pandangan mengatakan, 

perempuan dalam Islam ditindas dan kurang mendapatkan hak-haknya, pandangan 

yang lainnya menyatakan, Islam memberikan kepada perempuan satu kedudukan 

yang tidak ada bandingannya dalam ajaran agama maupun kultur lainnya.1 

Menurut M. Quraish Shihab, perbedaan pendapat muncul karena adanya 

perbedaan kondisi sosial, adat istiadat, serta kecenderungan masing-masing, yang 

kemudian mempengaruhi cara pandang dan kesimpulan mereka menyangkut ayat-

ayat al-Qur’ân dan hadis-hadis Nabi SAW.2 

 Pandangan tersebut terkait dengan status dan peran perempuan. Di satu 

sisi, umumnya berpendapat bahwa perempuan harus berada di dalam rumah, 

mengabdi kepada suami, dan hanya mempunyai peran domestik, selanjutnya 

                                                             
1 M. Musta’în, Takhrīj Ḥadîs Kepemimpinan Wanita, cet. I (Surakarta: Pustaka Cakra, 2001), 

hlm. 13. 

2Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’ân, Tafsîr Mauḍû'i atas Pelbagai Persoalan Umat, 
(Bandung: Mizan, 1997), hlm. 53. 
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masalah kepemimpinan, dimana perempuan diposisikan sebagai pihak yang 

dikendalikan atau dipimpin, dan harus tunduk di bawah kepemimipinan laki-laki.3. 

Di sisi lain, berkembang pula anggapan bahwa perempuan harus bebas juga sesuai 

dengan haknya tentang kebebasan, dalam artian memiliki hak peran dalam sektor 

publik. Bagi umat Islam sendiri, perbedaan pandangan tersebut sangat berkaitan 

erat dengan adanya perbedaan dalam memahami teks al-Qur’ân yang berbicara 

tentang relasi gender.4 

Sektor publik adalah, tempat dimana seseorang mengaktualisasikan diri 

sebagai makhluk yang berbudi, yang dalam bahasa agama disebut khalifah Allah. 

Sebagai khalifah di muka bumi, tugas manusia adalah membawa kemakmuran, 

kesejahteraan, kedamaian, dan kemuliaan di alam semesta (rahmatan lil-‘âlamîn). 

Satu hal yang paling penting untuk menuju kesana adalah, adanya kesadaran untuk 

menegakkan kebenaran, mendorong terwujudnya hal-hal yang baik, dan mencegah 

terjadinya hal-hal yang tidak benar (amar ma’rûf nahî munkar). Tugas ini tidak 

mungkin dilakukan oleh satu jenis manusia, sementara satu jenis yang lain 

melakukan hal yang sebaliknya. Sebagai manusia yang sama-sama mengemban 

tugas kekhalifahan, laki-laki dan perempuan diperintahkan oleh Tuhan untuk 

saling bekerjasama, bahu-membahu, dan saling mendukung dalam melakukan 

                                                             
3 Hasyim Muzadi, Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa, cet I (Jakarta: 

Logos, 1999), hlm. 71. 
 
4 Istibsyaroh, Hak-hak Perempuan: Relasi Jender menurut Tafsîr al-Sya’rawî (Bandung: PT. 

Mizan Publika, 2004), hlm. ix. 
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amar ma’rûf nahî munkar, demi menciptakan tatanan dunia yang benar, baik, dan 

indah dalam ridha Allah, seperti yang tertuang dalam surat at-Taubah ayat 71: 

یأمرون  بالمعروف وینھون عن ج والمؤمنون والمؤمنت بعضھم أولیاء بعض
أولئك سیرحمھم ج لزكوة ویطیعون الله ورسولھالمنكر ویقیمون الصلوة ویؤتون ا

   5.إن الله عزیز حكیم قلىالله
 

Demikianlah perempuan dan laki-laki memiliki peran dan tanggungjawab 

sosial yang sama. Hal ini sangat masuk akal karena, tugas kekhalifahan tidak 

hanya dibebankan Al-Qur’ân ke pundak laki-laki, tetapi juga kepada perempuan. 

Allah SWT berfirman:  

ق بعض درجت لیبلوكم في ما ووھو الذى جعلكم خلئف الأرض ورفع بعضكم ف
ّھ إنّ قلى ءاتكم  6.لغفور رحیم ربك سریع العقاب وإن

 

Dari ayat di atas terdapat kata khalâ’if (bentuk jamak dari khalîfah), yang 

berarti penguasa. Dalam tata bahasa Arab, kata khalîfah tidak menunjuk pada jenis 

kelamin atau kelompok tertentu. Dengan demikian, perempuan dan laki-laki 

mempunyai fungsi yang sama, dan akan mempertanggungjawabkan 

kekhalifahannya di hadapan Allah SWT. 

Perempuan dan politik merupakan dua hal yang sangat sulit untuk 

disatukan, terutama untuk negara berkembang. Hal ini disebabkan manusia telah 

dibentuk oleh budayanya masing-masing, dan menekankan bahwa kedudukannya 

                                                             
5 . At Taubah (9): 71  
 
6 . Al- An’âm (6): 165. 
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berkisar pada lingkungan keluarga, mengurus anak, suami, memasak, dan lain 

sebagainya.7 Anggapan ini masih melekat di kalangan masyarakat yang berstruktur 

“patriarkhi”.8 

Implikasi dari perubahan zaman yang semakin pesat di bidang pengetahuan 

dan teknologi, segala sesuatu dinilai dengan pertimbangan rasio atau akal. Oleh 

karena itu, banyak produk sosial Islam, termasuk dalam hal politik kenegaraan, 

keberadaan perempuan yang semakin menunjukkan kualitasnya di bidang 

pengetahuan, tidak bisa diremehkan begitu saja, karena tidak sesuai dengan 

pertimbangan akal sehat. 

Pemilihan kepala negara, sama artinya dengan memilih khalifah pada masa 

awal wafatnya Nabi dahulu, semuanya harus tetap mengacu pada aturan main yang 

ditetapkan oleh Islam. Di dalam Islam, tidak ada pemisahan antara agama dan 

negara, agama dan politik atau agama dan kepemimpinan, semuanya satu 

kesatuan, dikarenakan hidup ini diatur oleh agama, dari hal yang paling kecil 

sampai pada hal yang terbesar. Hidup adalah tingkah laku, dan tingkah laku 

dibatasi oleh norma agama termasuk tingkah laku dalam berpolitik. 

Menurut jumhur ulama, salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi seorang 

kepala negara adalah laki-laki.9 Oleh karena itu, banyak ulama menolak 

                                                             
7 Ihromi T O, Kajian Wanita dalam Pembangunan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 

hal.4. 
 
8 Patriarkhi adalah lingkungan masyarakat yang menganggap kaum perempuan tidak pantas 

untuk sebanding dengan laki-laki. Mereka menganggap bahwa perempuan itu hanya mampu duduk di 
wilayah domestik. Lihat, Wikipedia.com. 

 



5 
 

kepemimpinan perempuan. Hal ini terkait dengan terdapatnya hadis nabi yang 

diriwayatkan oleh Abû Bakar yang berbunyi:  

ّوا امرھم إمراة10  لن یفلح قوم ول
 

Selain hadis di atas juga ada hadis lainnya yang menyatakan bahwa, 

perempuan itu kurang akal dan agamanya. Kurang akal yang dimaksud adalah, 

karena kesaksian perempuan setengah dari kesaksian laki-laki, sedangkan kurang 

agamanya disebut karena adanya masa-masa tertentu harus meninggalkan 

kewajiban shalat. Selain itu, surat an-Nisâ’ ayat 34 dijadikan juga sebagai alasan 

penolakan kepemimpinan perempuan, yaitu: 

ِما أنفقوا من  ّ بعضھم على بعض وب ل الله ّساء بما فضّ َى الن امون عل ّ جال قو الرّ

 11أموالھم 

Akan tetapi, banyak juga ulama yang tidak melarang kepempinan 

perempuan, seperti Imam Gazâlî , Syaikh Mahmûd Syaltût, Al-Hajawi dan 

beberapa feminis muslim seperti Asghar Ali Engineer, Amina Wadud Muhsin dan 

lain-lain. Ulama atau tokoh muslim yang tidak melarang kepemimpinan 

perempuan, umumnya mengkritisi kata qawwam dalam surat an-Nisâ’ ayat 34. 

                                                                                                                                                                              
9 Hamim Ilyas, dkk, Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis “Misoginis”. Cet I 

(Yogyakarta: elSAQ Press, 2003), hlm. 271. 
 
10Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, “Bab Kitab an-Nabī ilā Kisra wa Qausarā” (Semarang: Taha 

Putra, t.t), VI: 10. Hadis dari Abī Bakrah dari Hasan al-Basri dari Auf al-A’râbi dari Uşman bin al-
Haisan kemudian dikeluarkan oleh al-Bukhārī.  

 
11An- Nisā’ (3): 34. 
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Asghar Ali Engineer misalnya, mengkritisi ayat tersebut dari segi realitas sejarah, 

dimana kesadaran perempuan pada waktu itu sangat rendah dan menganggap 

bahwa pekerjaan domestik merupakan kewajibannya. 

 Berangkat dari perbedaan penafsiran di kalangan ulama tersebut, penyusun 

merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang status hukum perempuan 

menjadi kepala negara, khususnya pandangan Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir 

Indonesia. Kedua organsiasi sosial keagamaan tersebut sangat berbeda dalam 

memberikan pandangan. Hal ini menjadi menarik, ketika Muhammadiyah sebagai 

ormas sosial keagamaan dan Hizbut Tahrir Indonesia sebagai ormas sosial 

keagamaan yang tampil dengan legal-formal, yang keduanya bernaung di bawah 

bendera Islam, akan tetapi sangat berbeda dalam menyuarakan pendapat tentang 

perempuan menjadi kepala negara. 

 Muhammadiyah—berdasarkan Musyawarah Nasional Majelis Tarjîh dan 

Tajdîd Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang diselenggarakan di Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM), Malang pada tanggal 1- 4 April 2010—sepakat 

membolehkan kepala negara perempuan. Berbeda dengan Hizbut Tahrir 

Indonesia—berdasarkan kitab Niẓamul Ḥukmi fî al-Islâm salah satu kitab 

mu’tabanat,12 yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai syarat-syarat 

seorang khalifah  dan beberapa penjelasan dari buletin al-Wa’ie―berpendapat 

bahwa perempuan tidak boleh menjadi kepala negara.  

                                                             
12 Kitab Mu’tabanat adalah pendapat resmi Hizbut Tahrir Indonesia yang sifatnya mengikat 

bagi anggotanya.  
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Kedua organisasi ini sama-sama berpegang pada hadis Nabi yang 

diriwayatkan oleh Abû Bakar yang berbunyi: 

ّوا امرھم إمراة 13لن یفلح قوم ول  

Meskipun berpegang pada landasan yang sama, akan tetapi produk hukum 

yang dikeluarkan keduanya berbeda. Muhammadiyah berpendapat bahwa, hadis 

Nabi SAW yang diriwayatkan Abû Bakar tersebut  merupakan alasan yang tidak 

tepat untuk melarang perempuan menjadi pemimpin,14 karena asbâb al-wurûd 

hadis ini bersifat kontekstual yaitu ketika Bauran Binti Syairawaih Ibn Kisra yang 

diangkat menjadi pemimpin Persia ketika ayahnya meninggal,15 sehingga 

pelarangannya tidak bersifat umum. 

Sementara itu, Hizbut Tahrir Indonesia tidak membolehkan perempuan 

menjadi kepala negara. Hal ini terlihat dari syarat-syarat khalifah yang terdapat 

dalam kitab Niẓamul Ḥukmi fî al-Islâm, yang hanya membolehkan laki-laki 

sebagai syarat sah menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya, keterangan dari 

beberapa artikel yang membahas seputar perempuan, seperti artikel yang ditulis 

oleh Rahma Qomariyah, aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, Dosen 

Universitas Ibn Khaldun, dan Kandidat Doktor Pendidikan & Pemikiran Islam 

                                                             
13 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bâri Syarḥ Ṣahîh Al-Bukhâri, Cet II (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2009), hlm. 429. 
 
14 Disampaikan dalam Musyawarah Nasional Majelis Tarjîh dan Tajdîd Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah, Fikih Perempuan Dalam Perspektif Ulamâ Muhammadiyah, 1-4 April 2010 hlm. 63 
15 Hamim Ilyas, dkk, Perempuan tertindas: Kajian Hadis-Hadis Misoginis (Yogyakarta: PSW 

Sunan Kalijaga –Ford Foundation, 2003), hal. 295. 
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menyatakan, jabatan-jabatan pemerintahan yang tidak termasuk wilayâtul amri/ 

wilayâtul ḥukm diperbolehkan bagi perempuan, seperti: kepala Baitul Mâl, kepala 

Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, Departemen Perindustrian, 

Departemen, Perdagangan, Rektor Perguruan Tinggi, Kepala Rumah Sakit dan 

lain-lain.16 Selanjutnya, menurut Rahma Qamariyah, dari hadis riwayat Abû Bakar 

tersebut terdapat “ẓam” (celaan) berupa “lan yufliḥa” (tidak beruntung) sebagai 

qarînah bahwa, țolabû at-tarki jâziman/ tuntutan meninggalkan dalam hadis 

tersebut bersifat pasti. Dengan demikian haram bagi perempuan menjabat sebagai 

ḥukkam, antara lain haram menjabat sebagai khalifah. 

Berdasarkan problematika di atas, penyusun melihat adanya perbedaan 

pendapat yang signifikan tentang diperbolehkannya perempuan menjadi kepala 

negara antara Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia. Oleh karena itu, 

penyusun tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang perbedaan 

tersebut, dan meneliti penyebab dari timbulnya perbedaan pendapat dari kedua 

organisasi ini. Sehingga tercapai kejelasan hukum yang dihasilkan oleh 

Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia, serta memudahkan masyarakat 

dalam memahaminya. 

 

 
                                                             

16Rahma Qomariyah, “Kepemimpinan Wanita dalam Pemerintahan Perspektif Islam 
(Tangggapan atas Tulisan Nurjannah Ismail)”, Al-Wa’e, kategori Aktualita, Muslimah. 20 Oktober 
2010. 
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B. Pokok Masalah 

Dari uraian di atas muncul beberapa pokok masalah yang akan di kaji 

dalam tulisan ini, yaitu: 

1. Mengapa terjadi perbedaan hukum antara Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir 

Indonesia? 

2. Apa argumentasi kedua organisasi sosial keagamaan tersebut dalam 

menetapkan hukum perempuan menjadi kepala negara? 

3. Bagaimana relevansi pandangan kedua organisasi sosial keagamaan tersebut 

terhadap kondisi perempuan era sekarang khususnya perempuan Indonesia? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk memahami alasan terjadinya perbedaan pendapat dari kedua 

organisasi sosial keagamaan tersebut tentang status hukum perempuan 

menjadi kepala negara. 

b. Untuk mengetahui argumentasi pendapat kedua organisasi sosial keagamaan 

tersebut mengenai perempuan menjadi kepala negara. 

c. Untuk mendeskripskan relevansi pandangan kedua organisasi sosial 

keagamaan tersebut jika ditinjau dari keadaan perempuan era sekarang 

khususnya perempuan Indonesia. 

2. Kegunaan Penelitian 
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a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah 

keilmuan Islam, serta untuk mengetahui sejauh mana pembagian peran 

antara laki-laki dan perempuan dalam rangka untuk memperjelas dan 

meluruskan kondisi sosio-kultural yang selama ini mensubordinasikan kaum 

perempuan. 

b. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberi pengaruh positif 

dalam upaya membangun pemikiran yang lebih kritis untuk ikut 

menciptakan terwujudnya suatu tatanan sosial yang demokratis dengan 

prinsip-prinsip keadilan, berkesadaran ekologis, menghargai pluralisme, anti 

kekerasan, dengan didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan 

perempuan yang setara, di mana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol 

atas sumber daya sosial, budaya, dan politik secara adil. 

 

D. Telaah Pustaka 

Untuk dapat memecahkan persoalan dan mencapai tujuan sebagaimana 

diungkapkan di atas, maka perlu dilakukan tinjauan pustaka guna mendapat 

kerangka berpikir yang dapat mewarnai kerangka kerja serta memperoleh hasil 

sebagaimana yang diungkapkan. Dalam kajian ini terdapat beberapa buku dan 

tulisan yang terkait tentang perempuan di antaranya buku karya Syafiq Hasyim 

dalam buku editannya “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam”, mengupas 

tentang keabsahan perempuan menjadi pemimpin baik secara teologis, politis 

maupun kesejarahannya. Di sini dikemukakan beberapa artikel yang menyoroti 
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tentang kepemimpinan perempuan baik lewat tinjauan al-Qur’ân, hadîs, fiqih 

maupun tasawwûf.17 

Perbedaan pendapat tentang kepemimpinan perempuan sudah setua Islam 

itu sendiri. Sebagian ulama berkata “ya” terhadap kepemimpinan perempuan, 

karena sepanjang menyangkut persoalan jenis kelamin maupun ras, Islam telah 

memberikan hak yang sama. Kaum perempuan mempunyai hak politik yang penuh 

dalam memimpin sebuah negara. Namun, sebagian ulama yang lain berkata 

“tidak”, kaum perempuan tidak bisa menjadi kepala negara karena ada sebuah 

hadis yang melarang perempuan untuk menduduki jabatan seperti itu.18 

Dalam buku Hamim Ilyas “Perempuan Tertindas Kajian Hadis-Hadis 

Misoginis” dijelaskan bahwa berdasarkan petunjuk hadis riwayat Abû Bakar, 

pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai 

jabatan politis lainnya dilarang. Selain itu, dijelaskan juga bahwa perempuan 

menurut petunjuk syara’ hanya diberi tanggungjawab untuk menjaga harta 

suaminya. Oleh karenanya, al-Khâttabî misalnya, seperti yang telah dikutip oleh 

Hamim Ilyas, mengatakan bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah. 

Demikian pula as-Syaukanī dalam menafsirkan hadis tersebut berkata bahwa 

                                                             
17 Syafiq Hasyim, Kepemimpinan Perempuan dalam Islam , (Jakarta: TAF Indonesia, t,t), 

hlm. 23-32. 
 
18 Riffat Hasan, Fatima Mernissi, Setara di Hadapan Allah, alih bahasa Tim LSPPA, cet. I 

(Yogyakarta: LSPPA, 2001), hlm. vii. 
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perempuan itu tidak termasuk ahli dalam hal kepemimpinan, sehingga tidak boleh 

menjadi kepala negara.19 

Dari sejauh pengamatan penyusun, kajian yang mencoba meneliti dan 

mengkomparasikan perempuan menjadi kepala negara menurut pandangan 

Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia dari segi hukum Islam belum 

penyusun temukan. Namun penelitian yang membahas mengenai sikap dukungan 

terhadap presiden perempuan ada yang membahas namun objek perbandingannya 

antara Muhammadiyah dan NU yaitu skripsi karya Miftachuddin Fakultas Syari’ah 

2003 yang berjudul “Islam dan Presiden Perempuan (Studi Perbandingan antara 

Sikap Mendukung Presiden Perempuan di Kalangan Ulama Muhammadiyah dan 

NU)”  dalam skripsi tersebut ditemukan sikap lunak ulama Muhammadiyah dalam 

kebolehannya perempuan menjadi kepala negara meskipun belum ada keputusan 

majelis Tarjîh pada waktu itu namun di kalangan NU meskipun secara 

organisatoris-struktural belum menyampaikan pendapat tentang perempuan 

menjadi kepala negara namun ada pendapat Ulama NU yang mendukung 

dibolehkannya perempuan menjadi presiden di antaranya KH. Said Aqil Siradj.20 

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Wanita Sebagai Kepala Negara dalam 

Fiqih Kontemporer: Studi Pemikiran Fatimah Mernissi” oleh Septa Marfu’atun 

                                                             
19 Hamim Ilyas (dkk), Perempuan Tertindas Kajian Hadis-Hadis Misoginis  (Yogyakara: 

PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm.279. 
  
20 Mifachuddin, “Islam dan Presiden Perempuan (Studi Perbandingan Antara Sikap 

Mendukung Presiden Perempuan Dikalangan Ulama Muhammadiyah dan Ulama NU)” Skripsi tidak 
diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003). 
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Fakultas Syari’ah tahun 2003, pembahasan dalam skripsi ini menjelaskan tentang 

bagaimana Mernissi melakukan kajian kritis dan mencoba membongkar terhadap 

penafsiran ayat-ayat dan hadis-hadis misoginis tentang perempuan, terutama 

dalam hubungannya dengan laki-laki.21 

Skripsi karya Pitriyah Fakultas Syariah 2005 yang berjudul “Studi 

Pemikiran Yusuf al-Qarḍāwī tentang Kedudukan Wanita Sebagai Kepala Negara” 

pembahasan dalam skripsi ini terfokus dalam pengambilan istidlâl dan istinbât 

yang dilakukan oleh Yusuf al-Qarḍāwī.22 

Tesis karya Zusiana Elly Triantini Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga 

2008, yang berjudul “Peran Politik Perempuan Hizbut Tahrir Indonesia”, tesis 

tersebut pembahasannya terfokus pada bagaimana kiprah perempuan HTI dalam 

berpolitik, yang perannya hanya sebatas ikut berjuang menyerukan penegakan 

khilafah dan melakukan kritik-kritik terhadap term-term Barat seperti gender, 

feminisme dan lain sebagainya, yang menurut pandangan perempuan HTI yang 

tertuang juga dalam buku karya Najmah Sa’idah dan Husnul Khotimah yang 

berjudul “Revisi Politik Perempuan: Bercermin pada Shahabiyat” yang menjadi 

                                                             
21 Septa Marfu’atun, “Wanita Sebagai Kepala Negara Dalam Fiqih Kontemporer: Studi 

Pemikiran Fatimah Mernissi” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, (2003). 

 
22 Pitriyah, “Studi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Tentang Kedudukan Wanita Sebagai 

Kepala Negara” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syaria’h UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005). 
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acuan perempuan HTI dalam berpolitik, bahwa term-term Barat tersebut dapat 

merusak perempuan muslimah.23 

Dari hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan, penelitian yang secara 

khusus mencoba membandingkan status hukum perempuan menjadi kepala negara 

menurut Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia belum ada. Oleh karenanya, 

penelitian ini relatif baru dan layak untuk dilakukan. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Perdebatan mengenai perempuan sebagai kepala negara masih terus 

berlanjut hingga sekarang, sebab masih banyak orang yang ragu terhadap 

kemampuan seorang perempuan dalam memimpin negara. Akan tetapi, wacana 

tersebut seiring berjalannya waktu semakin lama semakin memudar, sebab sudah 

banyak contoh pemimpin perempuan yang memberanikan diri untuk memimpin, 

tak hanya di lingkup perusahaan atau lembaga tetapi juga lingkup negara, sebagai 

contoh adalah Megawati Soekarno Putri, yang berhasil menjadi presiden 

perempuan pertama di Indonesia.24  

Selain itu, kehadiran Benazir Bhuto menjadi Perdana Menteri Pakistan 

pada tahun 1988, juga menjadi contoh dimana perempuan telah banyak yang 

membuktikan dirinya mampu untuk beraktifitas di wilayah publik, dalam ranah 
                                                             

23 Zusiana Elly Triantini,  “Peran Politik Perempuan HTI” , Tesis Magister Pascasarjana 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta (2008). 

 
24 Ani Widyani Soetjipto, Politik Perempuan Bukan Gerhana, (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 

254. 
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politik. Namun demikian, perdebatan status hukum di kalangan ulama hingga saat 

ini masih menuai kontradiksi pendapat. Hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana 

ulama tersebut dalam mengambil metode istinbât hukum yang telah ada. 

Dalam Islam, proses legislasi biasanya didasarkan pada syarî’at, dan 

legislasi tersebut telah menciptakan kontroversi yang sangat tinggi, seperti 

perkawinan, perceraian, nafkah, di satu sisi, dan isu-isu berkaitan dengan hukum 

kriminal, seperti potong tangan dan rajam hingga mati, di sisi lain, telah menjadi 

isu yang sangat kontroversial. Banyak umat Islam ortodoks dan ulama berpendapat 

bahwa, tidak ada perubahan yang bisa dibuat dalam hukum-hukum ini karena 

hukum tersebut adalah suci, dan oleh karenanya, tidak dapat diubah. Para muslim 

modernis di sisi yang lain merasa ada kebutuhan untuk mengkaji ulang masalah-

masalah ini, meskipun masih berada dalam framework Islam.25 

Jumhur ulama’ telah sepakat bahwa sumber hukum Islam itu berpegangan 

pada al-Qur’ân, as-Sunnah, ijmâ’, dan qiyâs.26 Al-Qur’ân merupakan sumber 

pokok yang paling utama dalam hukum Islam setelah itu as-Sunnah, jika sesuatu 

peristiwa yang terjadi namun dalam al-Qur’ân tidak ditemukan hukumnya maka 

hukum tersebut dikembalikan pada as-Sunnah, as-Sunnah tersebut sebagai 

pelengkap dan penafsir dari al-Qur’ân. Dan jika tidak ditemukan hukumnya baik 

dari al-Qur’ân dan as-Sunnah maka harus melihat ijmâ’, tetapi dalam ijmâ’ 

                                                             
25 Asghar Ali Engineer, “Pembebasan Perempuan”, Penerjemah: Agus Nuryatno, cet. II 

(Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, t,t), hlm. 21-20. 
 
26 Abdul Wahab Khallaf,  Ilmu Usul al-Fiqh (Beirut: Dar al-Qalam, 1978),  hlm. 21. 
 



16 
 

apabila tidak ditemukan maka menurut Imam Syafi’î itu dikembalikan pada qiyâs 

dan imam yang lain menggunakan: istihsân, ‘urf, maslahah mursalah, sad al-

żarî’ah, istishâb dan mażhab sahabi. 

Apabila kita memahami hukum Islam atau fiqh, maka kita akan 

menemukan banyaknya terjadi perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Hal ini 

disebabkan karena obyek bahasan fiqh biasanya adalah masalah-masalah 

ijtihâdiyah, yaitu masalah yang untuk menentukan hukumnya harus dilakukan 

ijtihad lebih dahulu. 

Perbedaan pendapat yang disebabkan oleh pertentangan secara zahir antara 

satu dalil dengan dalil yang lainnya, yang sederajat dalam istilah fiqh disebut 

ta’ârrud al-âdillah.27 Perbedaan pendapat tentang beberapa kaidah ushûl fiqh dan 

beberapa dalil (sumber) hukum syar’î yang diperselisihkan di antara para ulama, 

seperti qiyâs, istihsân, masâlih mursalah, ’urf, saddu aż-żarâ-i’, syar’u man 

qablanā, dan lain-lain. 

Dari sana dapat dipahami bahwa perbedaan pemahaman terhadap maksud 

nas yang kemudian menghasilkan produk hukum yang berbeda, dan di antara hal 

yang menjadi penyebab berbedanya hasil ijtihâd adalah perbedaan pemahaman 

terhadap teks al-Qur’ân dan as-Sunnah, perbedaan mengenai al-qawâ’id al-

uṣûliyyah dan al-qawâ’id al-fiqhiyyah dan perbedaan dalam menggunakan 

metodologi istinbât. 

                                                             
27 H. Nasrun Harun, Ushul Fiqh 1 (Jakarta; Logos, 1996), hlm. 173. 
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Beberapa teori di atas hanya merupakan salah satu kerangka berpikir saja 

dari sekian kerangka berpikir dalam memahami hukum Islam. Dari sana dapat 

dipahami bahwa perbedaan pemahaman terhadap maksud naṣ yang kemudian 

menghasilkan produk hukum yang berbeda, dan di antara hal yang menjadi 

penyebab berbedanya hasil ijtihad adalah perbedaan pemahaman terhadap teks al-

Qur’ân dan as-Sunnah, perbedaan mengenai al-qawâ’id al-uṣûliyyah dan al-

qawâ’id al-fiqhiyyah dan perbedaan dalam menggunakan metodologi istinbât. 

Oleh karena itu, di sini penyusun menekankan pada bagaimana metodologi 

istinbât hukum yang digunakan antara Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir 

Indonesia, dalam menetapkan status hukum perempuan menjadi kepala negara. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode merupakan jalan pencapaian tujuan dan sarana yang dimaksud. 

Winarno Surakhmad merumuskan “Metode merupakan cara utama yang 

dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan”.28 Agar penelitian dan pembahasan ini 

tidak menyimpang dari ketentuan maka Penyusun lebih dahulu akan 

mengemukakan urutan dari hal-hal yang perlu dibahas seperti : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Dalam 

menemukan jawaban pokok permasalahan yang dirumuskan, penyusun 

                                                             
28 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah. (Bandung: Tarsito, 1985), hlm.131. 
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menggunakan bahan-bahan primer dan sekunder, baik berupa kitab, artikel 

maupun sumber tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. 

Selain itu juga digunakan metode penelitian wawancara dengan tokoh terkait. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah penelitian deskriptif-komparatif-analitik, yaitu bersifat menggambarkan 

dan membandingkan serta menganalisa keduanya untuk di tarik sebuah 

kesimpulan yang jelas tentang status hukum perempuan menjadi kepala negara 

menurut kedua ormas tersebut, jika ditinjau dengan keadaan perempuan era 

sekarang yang semakin maju di bidang pendidikan dan pengetahuan. 

3. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

filosofis dan komparatif. Pendekatan normatif ini digunakan untuk mengetahui 

dasar hukum yang digunakan dan memahami metode istinbât yang digunakan 

keduanya, dan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan 

pandangan Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia, khususnya yang 

membahas pokok permasalahan di atas secara khusus. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian kepustakaan 

dan penelitian lapangan, sehingga untuk mendapatkan data tersebut digunakan 

metode sebagai berikut: 
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a. Penyusun melakukan kajian terhadap literatur-literatur seperti buku Fikih 

Perempuan dalam Persepektif Muhammadiyah yang ditulis oleh 

Muhammadiyah dan kitab Niẓamul Ḥukmi fî al-Islâm yang ditulis oleh 

pendiri Hizbut Tahrir sebagai bahan primer. Dan buku-buku umum, baik 

berupa buku-buku yang ditulis oleh kedua organisasi tersebut dan buku yang 

ditulis oleh penyusun lain yang berkaitan dengan skripsi ini, dan 

kepustakaan lain yang menunjang dan berkaitan dengan permasalahan yang 

diangkat seperti kitab-kitab fiqih klasik seperti uṣûl fiqih, fiqih, dan kitab 

hadis yang ada, jurnal dan/atau literatur-literatur lain yang sesuai dengan 

topik bahasan 

b. Digunakan pula teknik wawancara, sebagai pelengkap dari bahan primer. 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, seperti percakapan yang 

bertujuan memperoleh informasi.29 Dalam menerapkan teknik wawancara, 

informan adalah tokoh yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.30   

5. Analisis Data 

Analisis data baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan 

dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisa data 

kualitatif. Langkah yang akan ditempuh untuk analisis data adalah, pertama, 

mengumpulkan data dan memeriksanya, terutama dari segi kelengkapan, 

                                                             
29 S. Nasution, Metode Research (Penelitihan Ilmiah), (Jakarta: Bumi Askara, 1996), hlm. 113. 
 
30 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid II ( Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FIP. IKIP, 

1968), hlm. 210. 
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kejelasan, kesesuaian dengan tema yang diangkat seperti buku-buku, hasil 

wawancara, dokumen, dan sebagainya. Kedua, reduksi data yang sudah 

dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data, dan model penelitian yang 

menjadi pilihan. Ketiga, penyajian data dengan melakukan sitematisasi data 

sesuai pokok permasalahan yang ada. Dan yang keempat, penarikan 

kesimpulan. Selain itu juga digunakan metode berpikir komparatif, yaitu sebuah 

cara menganalisa data dengan cara membandingkan dua data untuk di tarik 

sebuah perbedaan dan persamaan dari dua objek yang dibandingkan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Agar pembahasan ini bisa mudah difahami 

dan lebih sistematik antara bab satu dengan bab yang lainnya yang saling berkaitan 

dengan judul di atas, maka akan diuraikan penjelasannya sebagai berikut: 

Pada bab pertama merupakan bagian yang paling umum, yaitu berisi 

mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah 

pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan yang 

masuk dalam pendahuluan. 

Bab dua dijelaskan mengenai gambaran umum kepemimpinan perempuan 

dalam Islam, yang di dalamnya terdapat sub bab yang membahas kedudukan 

perempuan dalam Islam yang menjelaskan tentang kedudukan perempuan dalam 

ruang publik, kedudukan perempuan dalam pernikahan, kedudukan perempuan 

dalam persaksian, kedudukan perempuan dalam kewarisan Islam, dan kedudukan 
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perempuan dalam perceraian. Sub bab selanjutnya dijelaskan tentang 

kepemimpinan perempuan dalam Islam, serta perempuan menjadi kepala negara. 

Pendeskripsian tersebut guna mengetahui tentang posisi dan kedudukan 

perempuan dalam Islam dari berbagai aspek secara umum. 

Bab ketiga diuraikan mengenai bagaimana pandangan Muhammadiyah dan 

Hizbut Tahrir Indonesia mengenai hukum perempuan menjadi kepala negara yang 

merupakan inti dari pembahasan skripsi ini, yaitu di dalamnya terdapat 

argumentasi beserta landasan hukum yang di gunakan kedua organisasi sosial 

keagamaan  tersebut. Akan tetapi sebelum menguraikan pandangan kedua 

organisasi tersebut, sebelumnya akan di paparkan terlebih dahulu mengenai 

karakteristik organisasi keduanya.  

Setelah menguraikan karakteristik dan pandangan kedua organisasi ini, 

selanjutnya ada bab empat diuraikan analisis perbandingan antara pandangan 

Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia. Analisis ini mencakup dasar hukum 

dan argumentasi kedua organisasi tersebut, persamaan dan perbedaan pendapat, 

dan dianalisa juga mengenai pandangan mana yang lebih relevan terhadap keadaan 

perempuan era sekarang, dimana perempuan pada masa sekarang cenderung lebih 

maju secara pendidikan dan pengetahuan seiring perkembangan zaman yang 

semakin maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di bandingkan 

perempuan masa klasik yang cenderung bersembunyi dari ranah publik. 

Bab selanjutnya merupakan penutup yang berisi kesimpulan dilengkapi 

dengan saran-saran yang akan masuk pada bab lima 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam pembahasan ini, dengan melihat pada bab-bab sebelumnya 

penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa: 

1. Perbedaan penetapan hukum perempuan menjadi kepala negara antara 

Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia terjadi karena perbedaan 

pandangan dalam penafsiran keduanya terhadap hadis yang 

diriwayatkan oleh Abû Bakar. Penafsiran dari kedua organisasi sosial 

keagamaan tersebut berkaitan dengan kaidah-kaidah fiqhiyah yang 

digunakan, yang dijadikan kedua organisasi tersebut sebagai 

penunjang dalam penafsiran hadis sehingga mendapatkan kesimpulan 

hukum dari kedua organisasi itu.  

2. Muhammadiyah berdasarkan Munas di Malang pada tanggal 1-4 April 

2010/ 16-19 Rabiul ahir 1431 H menyatakan bahwa perempuan boleh 

menjabat sebagai kepala negara. Dalil yang digunakan adalah hadis 

Nabi yang di riwayatkan oleh Abû Bakar tentang ketidakberuntungan 

suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada perempuan. 

Muhammadiyah melakukan kritik terhadap hadis tersebut dari segi 

asbâbul wurûdnya yang menurut Muhammadiyah bersifat 

kontekstual, Muhammadiyah juga menggunakan kaidah syar’un man 

qablanâ dari kisah ratu Saba yang terdapat dalam surat an-Naml ayat 
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44. Selain itu, Muhammadiyah juga menggunakan surat an-Nisâ’ ayat 

124 yang menggambarkan tentang kesetaraan laki-laki dan 

perempuan sebagai landasan kebolehan perempuan menjadi kepala 

negara. Hizbut Tahrir Indonesia, menetapkan status haram terhadap 

perempuan menjadi kepala negara. Berdasarkan hadis yang sama, 

Hizbut Tahrir Indonesia berargumen bahwa, meskipun hadis tersebut 

adalah hadis ahad akan tetapi boleh digunakan untuk menetapkan 

suatu hukum karena penetapannya dalam lingkup fiqih bukan tauhid. 

Mengenai asbâbul wurûd yang bersifat kontekstual HTI 

menggunakan kaidah al-‘ibrotu bi umûmil lafżi lâ bi khuṣusi sababi 

yaitu terdapat ibrah yang dapat digunakan, yaitu berdasarkan 

umumnya lafaż bukan khususnya sebab, jadi pelarangannya berlaku 

umum. Selain itu, mengacu pada kitab Niżâmul Hukmi fî al-Islâm 

karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhânî yang dijadikan dasar pemikiran 

HTI, tertera beberapa syarat khalifah, yang di dalamnya hanya 

disebutkan laki-laki saja yang boleh menjabat sebagai kepala negara. 

3. Pendapat Muhammadiyah ini menurut penyusun yang lebih relevan 

terhadap keadaan perempuan era sekarang, yang cenderung lebih 

maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dibanding 

perempuan era klasik, khususnya perempuan Indonesia. Oleh karena 

itu, perempuan boleh saja menjabat sebagai kepala negara, hanya saja 

tanggungjawab sebagai seorang ibu tetap diperhatikan. 
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B. Saran-saran 

Dalam membahas permasalahan perempuan menjadi kepala negara,  

Penyusun menyadari bahwa tela’ah ini belum cukup sampai di sini saja untuk 

dikaji dan dibahas secara detail karena kemampuan Penyusun yang sangat 

terbatas untuk mengungkap permasalahan perempuan menjadi kepala Negara, 

namun Penyusun sendiri sudah berusaha sekuat tenaga dan fikiran untuk bisa 

menghasilkan karya-karya yang di ingginkann. 

Penelitan ini hanyalah sebagai penggerak awal dan pembangkit semangat 

untuk melakukan kajian-kajian perbandingan hukum. Sebagai mahasiswa yang 

masih sarat dengan kekurangan dan keterbatasan, penyusun berharap adanya 

penelitian-penelitian lanjutan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian 

lapangan dalam rangka reaktualisasi dan implementasi produk-produk hukum 

yang ada di Indonesia. 

Penyusun menyarankan bahwa dalam karya ini masih harus 

dikembangkan lagi kajian tentang istinbat hukum yang digunakan kedua Ormas 

tersebut dalam menetapkan hukum perempuan menjadi kepala negara.  
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Lampiran I 

 

DAFTAR TERJEMAHAN 

No. FN HLM TERJEMAH 

BAB I 

1. 4 3 

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian 
yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, 
mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan 
zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu 
akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana 

2. 5 3 

Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di 
bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian 
(yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa 
yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat 
cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang.  

3 11 6 

Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, oleh karena Allah 
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) 
telah menafkahkan sebagian dari harta mereka 

4 12 6 
Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya 
(kepemimpinannya) mereka kepada seorang perempuan 

BAB II 

5 73 43 
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur 
dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan 
kamupun adalah pakaian bagi mereka 

6 74 43 Perempuan adalah saudara kandung laki-laki  

BAB III 

7 136 73 

Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki 
maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka 
mereka itu masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya 
sedikitpun  



II 
 

 

  

8 156 84 

Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan 
membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, 
yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian 
terhadap kitab-kitab yang lain itu 

9 158 84 
Syarat bagi seorang khalifah jika ingin mendirikan khilafah 
adalah: laki-laki muslim, merdeka, balig, berakal, adil, mampu 
mendirikan khilafah. 
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